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OJK Didesak Blokir
Aplikasi Pinjol llegal

Puteri Anetta Komarudin

SATGAS Waspada Investasi
(SWI) telah menutup 71 entitas
pinjaman online (pinjol) ilegal
pada A gustus 2022. Total pinjol
ilegal yang telah diblokir dari
tahun 2018 hingga A gustus
2022 tercatat mencapai 4.160
entitas.

Menanggapi hal tersebut.
Anggota Komisi XTI DPR,
Puteri Anetta Komarudin
mengimbau Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) untuk terus
memblokir pinjolilegal karena
merugikan masyarakat.

“Saya dapat laporan ada-
nya entitas pinjol ilegal yang
sengaja memasang logo OJK di
aplikasinya. Jadi scakan-akan,
mereka adalah pinjol berizin
resmi dari OJK. Padahal, tu-
juannya untuk mengelabui
masyarakat yang tidak mengerti
bagaimana mengecek legalitas
dari pinjol tersebut. Begitu di
cek di OJK, temyata entitas ini
tidak berizin.” ungkap Puoteri
pada Rapat Dengar Pendapat
Komisi X1 DPR RI bersama
Dewan Komisioner OJK di
Gedung Nusantara I, Senayan,
Jakarta, Kamis (8/9/).

Puteri mendorong OJK me-
ningkatkan edukasi terkait cara
mengetahui legalitas pinjol
legal yang terdafrar di OJK,
serta mekanisme pelaporan
apabila menemukan pinjol
ilegal. "Saya ingatkan supaya
0OJK tdak hanya menunggu
laporan saja. Itu pun kalau

masyarakat tahu bagaimana
melaporkannya. Tetapi juga
secara proaktif memberikan
edukasi terkait bagaimana
melihat daftar pinjol legal dan
bagaimana proses pengaduan
apabila ada masalah,” urai
politisi muda Partai Golkar
tersebut.

Lebih lanjut. Puteri juga
mendesak OJK untuk melaku-
kan patroli di Play Store dan
App Store untuk memantau
apakah masih ada aplikasi
pinjol ilegal yang sengaja me-
makai logo OJK sehingga bisa
segera ditutup.

“Apalagi notabene, ketika
ada logo OJK, masyarakat
merasaitu aplikasi yang resmi,
tapi kenyataan justru men-
jadi jebakan. Begitu mengaju-
kan ternyata tenomya sangat
singkat. Pun, penagihannya
menggunakan intimidasi. Jadi,
saya harap OJK segera mem-
berantas pinjol illegal ini,”
ujar Puteri.

Selain persoalan pinjol
ilegal. legislator dari daerah
pemiliban. (dapil) Jawa Barat
VII itu juga mendorong OJK
untuk meningkatkan penga-
wasan terkait dugaan transaksi
judi enling yang telah dilapor-
kan perbankan. Ini karena data
Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK)
menyvebut dugaan ransaksi
judi online melalui perbankan
mencapai Rp 608,87 miliar
dari sekitar 8.693 laporan
dalam Customer Information
File (CIF).

“Saya kira OJK perlu ter-
libat dalam pengawasan atas
ransaksi judi online melalui
perbankan. Ini karena per-
bankan pun juga melaporkan
kepada OJK apabila menemu-
kan adanya dugaan transaksi
vang mencurigakan. Apalagi.
OJK sendiri juga memiliki
kelompok pengawas spesialis
yvang melakukan pengawasan
dan pemeriksaan atas tindak
pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme di setiap
bank. Yang tentunya dapat
mendeteksi tindakan tersebut.”
tutup Puteri. m KAL



